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Abstract: This study aims to analyze the implementation of inclusive education 

management in developing countries with multicultural backgrounds, particularly in 

Indonesia, Malaysia and India. Inclusive education, which emphasizes providing equal 

opportunities for all learners without exception, including those who have special needs or 

come from diverse social and cultural backgrounds, is faced with various challenges in 

these developing countries. The method used in this study is Systematic Literature Review 

(SLR), by analyzing 35 relevant articles obtained from various sources, such as Scopus, 

Taylor & Francis, ScienceDirect, and Google Scholar. This study identified various 

obstacles in the implementation of inclusive education, such as access gaps, infrastructure 

limitations, lack of teacher training, social stigma, and language and curriculum barriers. 

However, there are great opportunities to improve the effectiveness of inclusive education 

through policy strengthening, technology utilization, synergy between government and 

society, and more flexible curriculum reforms. This research makes an important 

contribution to the literature on inclusive education in developing countries and offers 

strategic recommendations to improve the sustainability and equity of access to inclusive 

education in countries with complex cultural and ethnic diversity. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen pendidikan 

inklusif di negara-negara berkembang dengan latar belakang multikultural, khususnya di 

Indonesia, Malaysia, dan India. Pendidikan inklusif, yang menekankan pada pemberian 

kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk mereka yang 

memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang 

beragam, dihadapkan pada berbagai tantangan di negara-negara berkembang ini. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), dengan 

menganalisis 35 artikel relevan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Scopus, 

Taylor & Francis, ScienceDirect, dan Google Scholar. penelitian ini mengidentifikasi 

berbagai kendala dalam implementasi pendidikan inklusif, seperti kesenjangan akses, 

keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru, stigma sosial, serta hambatan bahasa 

dan kurikulum. Meskipun demikian, terdapat peluang besar dalam meningkatkan 

efektivitas pendidikan inklusif melalui penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi, 

sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta reformasi kurikulum yang lebih fleksibel. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai 

pendidikan inklusif di negara berkembang dan menawarkan rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan keberlanjutan serta kesetaraan akses pendidikan yang inklusif di negara-

negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kompleks. 

Kata kunci: Manajemen Pendidikan Inklusif; Negara Berkembang; Multikulturalisme 
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Pendidikan inklusif menjadi pendekatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua peserta 

didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau dari berbagai latar belakang, memiliki hak yang 

sama dalam mengakses pendidikan (Ainscow et al., 2006). Pendekatan ini bukan hanya kewajiban 

moral, tetapi juga bagian dari komitmen global untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif 

(Alkhateeb et al., 2023; Arifin & Supena, 2023; Malikussaleh, 2020). Di negara berkembang yang 

multikultural seperti Indonesia, Malaysia dan India penerapan program pendidikan inklusif membawa 

tantangan yang rumit (Muhibbin & Hendriani, 2021). Keberagaman latar belakang siswa sering kali 

menuntut lembaga pendidikan untuk lebih adaptif dalam metode pengajaran (Tobasa & Nurjanah, 

2024), kurikulum (Sahrudin et al., 2023), dan strategi pengelolaan kelas guna memenuhi kebutuhan 

semua peserta didik (Setiawan et al., 2020). Pendidikan inklusif di negara multikultural juga 

menawarkan peluang besar. Keberagaman mendorong siswa untuk belajar empati dan keterampilan 

sosial, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global (Neary, 2020).  

Manajemen pendidikan inklusif menjadi aspek kunci dalam memastikan keberhasilan 

implementasi kebijakan inklusif (Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Tanjung et al., 2022) di berbagai 

konteks multikultural. Tantangan utama dalam manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang 

meliputi kesenjangan akses, kurangnya pelatihan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus 

dan dari berbagai latar belakang budaya, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan 

(Nabiela & Ulfatin, 2023; Tanjung et al., 2022). Selain itu, kebijakan pendidikan yang telah diterapkan 

sering kali belum diikuti dengan strategi implementasi yang kuat, terutama dalam pengawasan dan 

evaluasi (Jelas & Mohd Ali, 2014; Somad et al., 2024). 

Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan 

inklusif di negara berkembang. Penguatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan masyarakat dapat meningkatkan dukungan terhadap sistem pendidikan inklusif (Gupta 

& Kaul, 2024). Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran inklusif juga memberikan peluang untuk 

menjangkau lebih banyak siswa, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penyesuaian kurikulum dengan 

mempertimbangkan keberagaman budaya dapat menjadi strategi untuk memastikan bahwa pendidikan 

inklusif tidak hanya memberikan akses, tetapi juga pengalaman belajar yang bermakna bagi semua 

siswa (Gupta & Kaul, 2024; Hue & Karim, 2024; Mitiku et al., 2014). 

 Dalam perspektif agama Islam, konsep inklusivitas ini sangat sejalan dengan nilai-nilai yang 

diajarkan dalam Surah Al-Hujurat (49:13): 

قبََاۤىِٕلََّ لِتعَاَرَفوُْا َّ انِ َّ اكَْرَمَكُمَّْ عِنْدََّ اٰللَِّّ اتَقْٰىكُمْ َّ انِ َّ انُْثٰىَّ وَجَعلَْنٰكُمَّْ شُعوُْبًاَّ و  نَّْ ذكََر َّ و   يٰٰٓايَُّهَا الن اسَُّ اِن ا خَلَقْنٰكُمَّْ م ِ

۝١٣  اٰللََّّ عَلِيْم َّ خَبِيْر َّ 

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. 
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Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." 

Ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman, baik dalam bentuk suku, bangsa, maupun latar 

belakang budaya, merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihargai dan dipahami. Dalam 

konteks pendidikan inklusif, prinsip ini mengarahkan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar 

yang dapat merangkul semua perbedaan, baik itu perbedaan kemampuan akademik, kondisi fisik, 

maupun status sosial. 

Penelitian ini akan membahas Manajemen pendidikan Inklusif di negara berkembang dalam 

konteks multikultural yaitu (Indonesia, India, Malaysia) khususnya tantangan dan peluang dalam 

pengimplementasiannya. Penelitian tentang manajemen pendidikan inklusif sudah dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya, beberapa tokoh yang melakukan penelitian tersebut terlihat pada gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Tokoh-Tokoh Yang Meneliti Tentang Manajemen Pendidikan Inklusif Dalam Keanekaragaman Budaya. 

Tokoh-tokoh yang terlihat dalam gambar diatas (Eckstrand et al., 2016) mengaitkan 

interseksionalitas dan diskriminasi dalam kedokteran, pendidikan kedokteran dan tantangan kesetaraan, 

kebijakan serta struktur kesehatan dan kesenjangan. Berdasarkan basis data Scopus, penelitian 

sebelumnya menggunakan kata kunci mengacu pada studi tentang Manajemen Pendidikan Inklusif di 

Negara Berkembang dalam Konteks Multikultural yang digunakan oleh para peneliti terkini 

sebelumnya adalah seperti terlihat pada gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Beberapa keyword yang merujuk pada manajemen pendidikan inklusif oleh para peneliti dunia (basis data 

Scopus). 
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Berdasarkan basis data scopus yang dianalisis pada tanggal 27 Februari 2025 pada jam 18.09 

WIB didapati research tentang Manajemen Pendidikan Inklusif dalam Keanekaragaman Budaya 

berjumlah 38 secara keseluruhan penelitian di berbagai negara di dunia. Beberapa negara yaitu: 

Amerika Serikat, Kanada, Romania, Rusia, Afrika Selatan, Kenya, Swiss, Cina, Spanyol, Jepang, 

Taiwan, Britania Raya. Research pada Negara-negara tersebut mengaitkan interseksionalitas dan 

diskriminasi,  keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, pendidikan interkultural dengan peran tim 

manajemen sekolah, peran kepala sekolah dalam sekolah inklusif dengan diskursus global tentang 

kepemimpinan inklusif, bimbingan pendidikan dan kelas adaptasi bahasa sementara dengan pendidikan 

interkultural bagi siswa imigran, kepemimpinan inklusif dalam manajemen sekolah dengan praktik 

terbaik dalam mengelola keberagaman budaya, keberagaman budaya di sekolah-sekolah publik 

Swaziland dengan pengelolaan pendidikan yang efektif (Eckstrand et al., 2016; Gómez-Hurtado et al., 

2021; Hamid et al., 2014; Owusu-Ansah et al., 2023; Sevillano-Monje et al., 2023; Toscano-Cruz et al., 

2020; Volosnikova et al., 2024).  

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai manajemen pendidikan inklusif 

sudah cukup banyak dilakukan. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik mengeksplorasi 

bagaimana penerapan pendidikan inklusif di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan India. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam dan perbandingan antara berbagai sistem 

pendidikan inklusif di negara-negara yang memiliki keragaman budaya dan etnis (Indonesia, Malaysia, 

India).  

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana manajemen pendidikan inklusif 

diterapkan di negara berkembang, khususnya dalam konteks multikultural. Studi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif serta menggali 

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan inklusif di 

negara-negara dengan keberagaman budaya yang tinggi. 

 

METODE 

Systematic Literature Review (SLR) bertujuan mengidentifikasi penelitian primer yang 

relevan, mengambil data penting, menganalisis, dan menggabungkan temuan untuk memperoleh 

wawasan mendalam dan menyeluruh dalam bidang penelitian (Bettany-Saltikov & McSherry, 2024; 

Van Dinter et al., 2021). Analisis bibliometrik adalah metode statistik efektif untuk meninjau penelitian 

di bidang pendidikan, mengelola data besar, menyebarkan hasil ilmiah, serta mengidentifikasi pola dan 

kekurangan penelitian. Melalui analisis kualitatif informasi tentang manajemen pendidikan inklusif di 

negara berkembang dapat dipetakan (Barbosa & Galembeck, 2022).  
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Gambar 3. Langkah-Langkah Tinjauan Pustaka Oleh Bettany-Saltikov 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan penentuan tema untuk 

menentukan fokus utama penelitian. Tahap berikutnya adalah penyusunan kerangka penelitian yang 

mencakup perumusan masalah, tujuan, dan kerangka konseptual. Setelah itu, pengumpulan data yang 

bersumber dari scopus, taylor and francis online, sciencedirect dan google scholar. Data yang diperoleh 

berjumlah 35 artikel relevan, dianalisis secara mendalam untuk memastikan validitas dan reliabilitas 

hasil. Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan laporan yang mencakup hasil analisis, kesimpulan, dan 

rekomendasi untuk memberikan kontribusi ilmiah pada bidang yang dikaji. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi manajemen pendidikan inklusif di Indonesia, 

Malaysia, dan India bervariasi, dengan kebijakan yang sudah ada namun masih menghadapi tantangan 

signifikan. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pendidikan inklusif di Negara 

Indonesia, Malaysia, dan India, seperti terlihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Efektivitas Pendidikan Inklusif di Indonesia, Malaysia dan India dalam Konteks 

Multikultural 

Aspek Indonesia Malaysia India 

Manajemen 

Pendidikan 

Inklusif 

1. Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 47 Tahun 

2008 adalah peraturan 

yang mengatur 

tentang wajib belajar. 

2. Membuat RPP, 

kurikulum dan PPI 

yang disesuaikan 

dengan ABK. 

3. Membentuk tim 

untuk pendidikan 

inklusif serta 

pembagian GPK 

untuk mendampingi 

ABK. 

4. Pembelajaran 

berbasis individual. 

5. Penyediaan fasilias 

ramah ABK dan alat 

bantu belajar ABK. 

1. Kebijakan 

pemerintah: 

Education Act 

1996, Zero Reject 

Policy 2019, dan 

Pelan 

Pembangunan 

Pendidikan 

Malaysia (PPPM) 

2013-2025. 

2. Menganalisis 

kebutuhan ABK. 

3. Membuat 

kurikulum yang 

fleksibel dengan 

ABK. 

4. Penerapan 

pembelajaran 

adaptif dan 

1. Kebijakan pemerintah Sarva 

Shiksha Abhiyan (SSA) dan NEP 

2004. 

2. Identifikasi kebutuhan ABK. 

3. Kurikulum di sesuaikan dengan 

kebutuhan ABK. 

4. Evaluasi berbasis bukti. 

5. Komite manajemen sekolah 

memastikan keberlanjutan 

program pendidikan inklusif. 
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6. Evaluasi oleh Kepala 

Sekolah dilakukan 

secara berkala. 

 

pendekatan 

kontribusi. 

5. Evaluasi dilakukan 

dengan penilaian 

akademik dan 

observasi 

perkembangan 

sosial ABK. 

Tantangan 1. Ketimpangan akses di 

daerah multikultural 

masih sangat tinggi. 

2. Kurangnya guru yang 

memahami 

pendidikan inklusif 

dan keberagaman 

budaya membuat 

sekolah sulit 

mengadaptasi metode 

pembelajaran untuk 

ABK dan siswa 

kelompok minoritas. 

3. Stigma sosial dan 

diskriminasi terhadap 

ABK serta siswa dari 

kelompok minoritas. 

4. Minimnya fasilitas 

dan tenaga pendidik 

khusus di daerah 

terpencil. 

5. Kebijakan pendidikan 

inklusif sudah ada, 

namun implementasi 

dan pengawasan di 

daerah pedesaan 

masih lemah. 

1. Kurangnya 

pemahaman dan 

kesadaran guru. 

2. Lingkungan 

sekolah yang 

homogen dan 

kurangnya interaksi 

antar budaya. 

3. Sikap dan persepsi 

negatif terhadap 

keberagaman. 

4. Kurangnya sumber 

daya dan dukungan 

pemerintah. 

5. Fokus berlebihan 

pada akademik dan 

kurangnya 

fleksibilitas 

kurikulum. 

6. Hambatan bahasa 

dalam 

pembelajaran. 

7. Kurangnya 

dukungan orang tua 

dan komunitas. 

1. Kesenjangan sosial, kasta, dan 

agama dalam akses pendidikan 

masih berdampak besar pada 

pendidikan inklusif. 

2. Hambatan bahasa dan kurikulum 

yang tidak inklusif. 

3. Sebagian besar guru tidak 

memiliki pelatihan khusus dalam 

menangani keberagaman budaya 

dan disabilitas. 

4. Ketimpangan infrastruktur dan 

pemanfaatan teknologi dalam 

pendidikan inklusif. 

5. Stigma sosial dan lemahnya 

implementasi kebijakan inklusif. 

Peluang 1. Penguatan 

implementasi 

kebijakan pendidikan 

inklusif di daerah 

yang kurang 

terjangkau. 

2. Pemanfaatan 

teknologi untuk 

memperluas akses 

pendidikan inklusif di 

daerah terpencil dan 

masyarakat adat. 

3. Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pendidikan inklusif 

untuk mengurasi 

stigma ABK. 

4. Pengembangan 

kurikulum yang lebih 

fleksibel dan 

berorientasi pada 

kebutuhan lokal 

untuk meningkatkan 

efektivitas. 

1. Dukungan 

kebijakan dan 

komitmen 

pemerintah. 

2. Keanekaragaman 

budaya sebagai 

sumber 

pembelajaran. 

3. Potensi kolaborasi 

antar lembaga 

pendidikan dan 

LSM. 

4. Penggunaan 

teknologi dalam 

pembelajaran 

inklusif. 

5. Peningkatan 

kesadaran dan 

perubahan sikap 

terhadap 

inklusivitas. 

6. Reformasi 

kurikulum dan 

pendekatan 

1. Reformasi kebijakan dan 

komitmen pemerintah dengan 

Undang-Undang Hak Penyandang 

Disabilitas 2016 dan Sarva 

Shiksha Abhiyan (SSA). 

2. Kemajuan teknologi sebagai alat 

pendukung pendidikan inklusif. 

3. Meningkatnya kesadaran sosial 

tentang pendidikan inklusif dan 

multikultural. 

4. Peningkatan kerjasama antara 

pemerintah, LSM dan sektor 

swasta. 

5. Potensi penyesuaian kurikulum 

yang lebih inklusif dan 

multikultural. 
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5. Kerjasama antara 

sekolah, pemerintah 

dan organisasi non-

pemerintah. 

 

pembelajaran 

fleksibel. 

7. Dukungan dari 

komunitas sekolah 

dan orang tua. 

 

 

PEMBAHASAN 

Manajemen Pendidikan Inklusif 

Pemerintah Indonesia menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK), melalui PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Hanjarwati & Aminah, 2014; 

Susilowati et al., 2022). Perencanaan pendidikan inklusif dimulai dengan menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kurikulum, dan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang 

disesuaikan dengan kebutuhan ABK (Bahri, 2022; Susilowati et al., 2022; Wiliyanto, 2022). Untuk 

mendukung pembelajaran yang efektif, dibentuk tim pendidikan inklusif serta dialokasikan Guru 

Pendamping Khusus (GPK) pada ABK (Bahri, 2022; Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Susilowati et al., 

2022; Wiliyanto, 2022). Pembelajaran berbasis individual diterapkan untuk menyesuaikan metode 

belajar dengan kemampuan masing-masing siswa (Bahri, 2022; Susilowati et al., 2022). Fasilitas yang 

ramah ABK dan alat bantu belajar juga perlu disediakan guna menciptakan lingkungan belajar yang 

inklusif (Bahri, 2022; Wiliyanto, 2022). Proses pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

evaluasi secara berkala untuk memastikan program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang 

maksimal bagi ABK (Ikramullah & Sirojuddin, 2020; Susilowati et al., 2022; Wiliyanto, 2022). 

Kebijakan pendidikan inklusif di Malaysia, termasuk Education Act 1996, Zero Reject Policy 

2019, dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (Amin & Yasin, 2016; Chin, 

2023; Jelas & Mohd Ali, 2014), yang menegaskan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK). Analisis kebutuhan ABK menjadi langkah awal dalam memahami tantangan dan potensi 

mereka (Mutaqin et al., 2024). Kurikulum yang fleksibel dirancang agar sesuai dengan kebutuhan 

individu ABK, memungkinkan mereka untuk belajar dengan metode yang lebih adaptif (Amin & Yasin, 

2016; Mutaqin et al., 2024; Salleh, 2018). Penerapan pembelajaran adaptif dan pendekatan kontribusi 

juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap ABK dapat terlibat aktif dalam proses belajar dengan 

dukungan strategi yang disesuaikan (Mutaqin et al., 2024; Phoon et al., 2013). Evaluasi pendidikan 

tidak hanya dilakukan melalui penilaian akademik tetapi juga observasi perkembangan sosial mereka, 

guna memastikan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga 

dari aspek sosial dan emosional mereka (Amin & Yasin, 2016). 

kebijakan pendidikan inklusif di India, khususnya Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) dan National 

Education Policy (NEP) 2004 (Bala, 2024; Singal, 2019) yang bertujuan untuk menyediakan 

pendidikan bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Langkah awal dalam 

implementasi kebijakan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan ABK guna memahami hambatan serta 

potensi mereka dalam pembelajaran (Padmanabhan, 2023). Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan 
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individu ABK agar mereka dapat belajar secara optimal dengan pendekatan yang lebih inklusif (Gale 

et al., 2022; Munastiwi, 2024; Padmanabhan, 2023) Evaluasi berbasis bukti diterapkan untuk menilai 

efektivitas metode pembelajaran, baik dari segi akademik maupun perkembangan sosial-emosional 

siswa (Gale et al., 2022). Komite manajemen sekolah berperan dalam memastikan keberlanjutan 

program pendidikan inklusif ini dengan mengawasi implementasi kebijakan serta menyediakan 

dukungan yang dibutuhkan agar inklusivitas dalam pendidikan dapat terjaga secara berkelanjutan 

(Singh & Chauhan, 2021). 

 

Tantangan dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif 

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih terkendala kesenjangan akses, terutama di 

daerah pedesaan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, yang minim sekolah inklusif dan 

fasilitas ramah difabel (Hanjarwati & Aminah, 2014; Kusmaryono, 2023; Sulistyadi, 2014; Warminda 

et al., 2022). Selain itu bahasa juga menjadi kendala bagi ABK yang bahasa ibunya bukan Bahasa 

Indonesia (Mariyono, 2024). Sebagian besar guru belum terlatih dalam mengajar kelas inklusif dan 

keberagaman budaya, dengan pelatihan yang masih bersifat teoritis (Mujiafiat & Yoenanto, 2023; 

Musyafira & Hendriani, 2021; Nabiela & Ulfatin, 2023; Rahmi et al., 2024). Banyak orang tua lebih 

memilih SLB karena kekhawatiran akan kualitas pembelajaran di sekolah inklusif (Hanjarwati & 

Aminah, 2014; Warminda et al., 2022). Perbedaan budaya dan agama menimbulkan diskriminasi bagi 

siswa minoritas (Baihaqi, 2021; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024).  Meski kebijakan pendidikan 

inklusif sudah ada, implementasi belum optimal akibat kurangnya standar operasional dan dukungan 

finansial (Baihaqi, 2021; Hanjarwati & Aminah, 2014; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024; 

Warminda et al., 2022).   

Penerapan program pendidikan inklusif di Malaysia masih memiliki tantangan dalam 

pengimplementasiannya yaitu masih banyak guru kurang memahami tentang inklusivitas dan 

multikulturalisme (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 2013). Sekolah homogen menyulitkan 

pengajaran keberagaman, sementara prasangka dan sikap eksklusif orang tua masih kuat (Ahmad & 

Yusof, 2017; Jelas & Mohd Ali, 2014; Phoon et al., 2013; Tembren & Tahar, 2022). Kurangnya sumber 

daya seperti bahan ajar dan tenaga pendidik yang terlatih menjadi tantangan tersendiri (Amin & Yasin, 

2016; Salleh, 2018). Selain itu, dukungan administratif yang tidak merata di daerah perkotaan dan 

pedesaan (Tembren & Tahar, 2022). Sistem pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan 

ujian nasional sehingga pendidikan karakter dan multikultural sering di abaikan (Abol & Nordin, 2023). 

Perbedaan bahasa sering kali menghambat proses pembelajaran, terutama bagi siswa yang tidak 

menguasai bahasa pengantar yang digunakan (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 2013). Para orang 

tua lebih memilih sekolah segregatif atau berbasis agama daripada pendidikan inklusif (bin Nordin et 

al., 2019; Jelas, 2010).  

Sistem kasta masih mempengaruhi pendidikan inklusif di India, dengan kelompok Scheduled 

Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), dan Other Backward Classes (OBC) mengalami diskriminasi dan 
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keterbatasan akses di sekolah negeri, sementara kasta atas lebih banyak mengakses sekolah swasta elit 

(Haq et al., 2020; Singal, 2019). Kelompok agama minoritas (Muslim, Kristen, Sikh, Jain) juga 

menghadapi hambatan dalam sekolah berbasis agama, diperparah oleh ketegangan dan segregasi 

berbasis keyakinan (Haq et al., 2020; Munastiwi, 2024). India memiliki lebih dari 22 bahasa resmi dan 

ratusan dialek yang menciptakan tantangan dalam menyediakan pendidikan inklusif yang dapat diakses 

oleh semua siswa (Gupta & Kaul, 2024). Anak dari komunitas minoritas dan berkebutuhan khusus 

kesulitan memahami kurikulum yang di ajarkan dalam bahasa mayoritas (Hindi atau Inggris) sehingga 

tidak fleksibel untuk ABK (Gupta & Kaul, 2024; Munastiwi, 2024; Singal, 2019). Sebagian besar guru 

tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani keberagaman budaya dan disabilitas (Bala, 2024; 

Singal, 2019), selain itu pelatihan yang diberikan masih bersifat teoritis (Munastiwi, 2024). Akibatnya 

guru kesulitan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang benar benar inklusif (Haq et 

al., 2020). Sekolah negeri di pedesaan masih kekurangan fasilitas dasar bagi disabilitas, sementara 

infrastruktur yang ada sering tidak terawat (Singal, 2019).   Teknologi mulai diterapkan dalam 

pendidikan inklusif, tetapi aksesnya terbatas di pedesaan karena kendala jaringan dan kurangnya 

keterampilan guru dalam teknolog (Gupta & Kaul, 2024). Meski kesadaran meningkat, stigma terhadap 

penyandang disabilitas masih kuat, terutama di pedesaan (Haq et al., 2020; Singal, 2019). 

 

Peluang dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif 

Implementasi pendidika inklusif terlepas dari berbagai tantangan yang muncul adapula berbagai 

peluang untuk implementasi pendidikan inklusif agar lebih efektif yaitu kebijakan pemerintah 

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dapat mendukung pendidikan inklusif. 

Selain itu peraturan Walikota dan Gubernur di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Sidoarjo juga 

mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif (Hanjarwati & Aminah, 2014; Sulistyadi, 2014) 

Pemanfaatan teknologi harus lebih ditingkatkan dan sistem jaringan internet di pedesaan diperbaiki lagi 

agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan merata dan optimal sampai ke daerah yang terpencil 

atau pedesaan (Baihaqi, 2021; Riswari et al., 2022; Somad et al., 2024). Kesadaran masyarakat juga 

sangat penting untuk mendukung efektivitas pendidikan inklusif, oleh sebab itu kesadaran masyarakat 

harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran mayarakat bisa dengan melalui kampanye sosial dari 

organisasi masyarakat, program komunitas berbasis budaya, dan sekolah yang melibatkan tokoh 

masyarakat dan pemuka agama dalam sosialisasi pendidikan inklusif (Mariyono, 2024; Rahmi et al., 

2024; Warminda et al., 2022). Kurikulum pendidikan inklusif harus menyeseuaikan dengan 

karakteristik budaya lokal misalnya dengan metode pembelajaran berbasis budaya dan bahasa daerah 

untuk siswa ABK (Baihaqi, 2021; Somad et al., 2024). Kolaborasi lintas sektor antara pemerintan, 

sekolah dan LSM dapat mempercepat pengembangan pendidikan inklusif yang lebih merata di 

Indonesia (Nabiela & Ulfatin, 2023; Riswari et al., 2022; Sulistyadi, 2014).  
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Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif, seperti 

Education Act 1996, Zero Reject Policy 2019, dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 

2013-2025 (Amin & Yasin, 2016; bin Nordin et al., 2019; Chin, 2023; Tembren & Tahar, 2022). 

Keberagaman etnis di Malaysia dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang kaya agar siswa 

belajar nilai-nilai toleransi, kerja sama dan saling menghormati (Ahmad & Yusof, 2017; Phoon et al., 

2013). Banyak organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga internasional yang mendukung 

pendidikan inklusif di Malaysia, baik melalui penyediaan sumber daya, pelatihan guru, maupun 

advokasi kebijakan (Jelas & Mohd Ali, 2014; Salleh, 2018). Kemajuan teknologi pendidikan dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif seperti e-

learning, AI (Artificial Intelligence), text-to-speech pada proses pembelajaran (Ahmad & Yusof, 2017; 

Chin, 2023)  Media sosial dan kampanye kesadaran dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan 

sikap terhadap siswa berkebutuhan khusus dan kelompok minoritas lainnya (Ahmad & Yusof, 2017; 

Amin & Yasin, 2016). Pemerintah Malaysia sedang mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel 

yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan (Ahmad & 

Yusof, 2017; Jelas & Mohd Ali, 2014). Selain itu, semakin banyak sekolah yang menyadari pentingnya 

keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusif (Amin & Yasin, 2016; Phoon et al., 2013).  

Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas 2016 memberikan dasar hukum yang lebih kuat 

untuk pendidikan inklusif, dengan menegaaskan bahwa siswa penyandang disabilitas memiliki hak atas 

pendidikan hingga 18 tahun di sekolah regular (Singal, 2019). Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) telah 

menjadi inisiatif utama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan 

khusus,َّmelaluiَّpendekatanَّ“ZeroَّRejectionَّPolicy”َّyangَّmemastikanَّtidakَّadaَّanakَّyangَّtertinggalَّ 

(Singal, 2019). Pemerintah juga sudah memulai memperbanyak pelatihan guru dan infrastruktur 

sekolah inklusif yang membantu menciptakan lingkungan lebih ramah bagi siswa disabilitas (Haq et 

al., 2020). Pemanfaatan teknologi seperti e-learning, AI (Artificial Intelligence), dan alat bantu digital 

dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif bagi ABK dan dengan pengembangan 

aplikasi pembelajaran dapat mengatasi permasalahan bahasa daerah untuk siswa dari latar belakang 

multikultural (Gupta & Kaul, 2024). Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan inklusif berkat kampanye publik, peran media dan keterlibatan organisasi non-pemerintah 

(Haq et al., 2020; Munastiwi, 2024; Singal, 2019). Kerjasama antara organisasi non-pemerintah dengan 

sekolah mendukung implementasi pendidikan inklusif dengan penyediaan alat bantu belajar, pelatihan 

guru, maupun advokasi kebijakan (Singal, 2019). Perusahaan teknologi India juga membantu 

meningkatkan akses dengan pengembangan alat bantu digital untuk pendidikan inklusif (Gupta & Kaul, 

2024; Haq et al., 2020). Kurikulum di India mulai mengalami reformasi untuk mengakomodasi 

keberagaman budaya dan kebutuhan siswa disabilitas dengan menerapkan metode pembelajaran 

berbasis pengalaman (Munastiwi, 2024). Beberapa sekolah sudah mulai mengadopsi pendekatan 

bilingual dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa dari kelompok minoritas bahasa untuk 

memahami materi (Gupta & Kaul, 2024).  
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SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyoroti implementasi manajemen pendidikan inklusif di negara berkembang 

dengan keberagaman budaya yang tinggi, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan India. Meskipun 

kebijakan pendidikan inklusif telah diadopsi, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, 

seperti kesenjangan akses, kurangnya pelatihan guru, keterbatasan infrastruktur, stigma sosial, serta 

hambatan bahasa dan kurikulum. Namun, peluang seperti penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi, 

sinergi antar pemangku kepentingan, reformasi kurikulum, dan peningkatan kesadaran sosial dapat 

mengoptimalkan pendidikan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, sistem pendidikan 

yang lebih adil dan adaptif terhadap keberagaman dapat terwujud di negara berkembang. 

 

SARAN 

Penelitian selanjutnya perlu menggali dampak kebijakan pendidikan inklusif di daerah dengan 

keberagaman budaya dan faktor lokal yang mempengaruhi implementasinya. Fokus juga harus pada 

peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif serta penerapan teknologi di 

daerah dengan keterbatasan akses. Selain itu, pembaruan kebijakan dan pelatihan pengajar sangat 

diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif lebih efektif dan merata. 
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